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KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
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TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2017

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) terkait melakukan monitoring dan evaluasi
atas pemberian hibah dan bantuan sosial;

- bahwa guna ketertiban dan kelancaran serta akuntabilitas

pelaksanaan anggaran Belanja Hibah, maka perlu
membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4286},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 . tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
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Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidj, Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 422)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 199j;

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 {Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan

Evaluasi Belanja Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

: Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU adalah:

a.

b.

merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah pada
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017; dan

melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati dengan
tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.



KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal /3 =m/ipciry) 2o/ 7

BUPATI SUKOHARJO, ¢

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat
Daerah  Provinsi Jawa Tengah di
Semarang;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

4. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Instansi/
Bagian terkait di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Panitia yang bersangkutan.
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Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : gos/iss JEAHON) 200 7
Tanggal :/2 jocrvs=rr 7577

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2017

No. NAMA/JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN

1. 2. 3 4.

1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan  bimbingan

dan pengarahan
2. | Wakil Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan  bimbingan
dan pengarahan

3. | Sekretaris Daerah | Penanggung | Bertangungg jawab
Kabupaten Sukoharjo jawab seluruh kegiatan

4. |Asisten Perekonomian dan| Koordinator Bertanggung Jjawab
Pembangunan  Sekretariat mengkoordinir seluruh
Daerah Kabupaten kegiatan
Sukoharjo

5. |Kepala Bagian Ketua Bertangunggjawab
Kesejahteraan Rakyat terhadap pelaksanaan
Sekretariat Daerah kegiatan
Kabupaten Sukoharjo

6. |Kepala Sub Bagian Sekretaris Bertangunggjawab di
Kesehatan dan Masalah bidang kesekretariatan
Sosial pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

7. |Kepala Sub Bagian Pemuda, Anggota Bertanggung jawab sesuai
Olah Raga, Kependudukan, bidang tugasnya
Pemberdayaan Perempuan
dan  Perlindungan Anak
pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

8. |Kepala Sub Bagian Anggota Bertanggung jawab sesuai

Keagamaan, Pendidikan,
Kebudayaan dan Pariwisata
pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

bidang tugasnya

A,



Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

1. 2. 3. 4.

9 Sugiyanto, S.Sos. Pengawas Anggota Bertanggung jawab sesuai
Penyelenggara Urusan bidang tugasnya
Pemerintah di Daerah
(P2UPD} pada Inspektorat
Kabupaten Sukoharjo

10. | Kepala Sub Bidang Belanja Anggota Bertanggung jawab sesuai
Tidak Langsung pada Badan bidang tugasnya
Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

11. }| Sri Wiyati, SE. Fungsional Anggota Bertanggung jawab sesuai
Umum pada Bagian bidang tugasnya
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

12. | Maryanto, SE. Fungsional Anggota Bertanggung jawab sesuai
Umum pada Bagian bidang tugasnya
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

13. |Aris Hasyim Junaidi, SE. Anggota Bertanggung jawab sesuai
Fungsional Umum pada bidang tugasnya
Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

14. | Dwi Handayani, SE., M.Si. Anggota Bertanggung jawab sesuai
Fungsional Umum pada bidang tugasnya
Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

15. |Hermi Rahayuningsih, SE. Anggota Bertanggung jawab sesuai
Fungsional Umum pada bidang tugasnya
Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

16. |[Retno Wiyati, Fungsional Anggota Bertanggung jawab sesuai
Umum pada Bagian bidang tugasnya
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

17. | M. Bahauddin, SE. Anggota Bertanggung jawab sesuai
Fungsional Umum pada bidang tugasnya
Bagian Kesejahteraan
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Bagus Pamungkas, SE.
Fungsional Umum pada
Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Anggota Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, ¢
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WARDOYO WIJAYA




